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BAB I
DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Rencana Jangka Menengah Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). 
Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melakukan penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Selain berpedoman pada perundang-undangan tersebut diatas, berdasarkan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Perencanaan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ,Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan beserta dokumen penunjangnya
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
7. Menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
8. Menghimpun dan menyusun laporan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Risiko, Laporan Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Penilaian Mandiri, Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi  dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa setiap perangkat daerah wajib untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, Dokumen perencanaan ini akan dijadikan pedoman bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga keluaran dari kegiatan ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Kinerja Kepatuhan Intern (IKKI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Berdasarkan penjelasan pada  point-point di atas, maka dalam rangka  penyusun dokumen perencanaan di internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta untuk memberi arah bagi proses pembangunan jangka menengah dan juga arah pembangunan tahunan selain juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek. Maka dipadang perlu mengusulkan sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 mendatang, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangtkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 10. 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. 
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 12. 
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. 
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah; 
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah; 
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah; 
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah; 
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud Penyusunan Renja Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen sebagai bahan pedoman dalam rangka perencanaan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang terarah dan terencana sesuai Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. 

Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025 yaitu : 

1. Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah untuk menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, penyusunan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; 

2.  Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ke dalam rencana operasional tahunan; 

3.  Menjadi acuan, Pedoman dan alat ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Kearsipan dan PerpustakaanTahun 2025.
D. PERMASALAHAN

Dengan adanya perkembangan teknologi dan juga banyaknya pegawai perpustakaan yang purna bakti 2023 dan 2024 maka jumlah SDM di perpustakaan sangat minim sedangkan tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi dan teknologi semakin meningkat, serta adanya pos – pos layanan perpustakaan juga membutuhkan tenaga SDM maka perpustakaan melakukan berbagai trobosan/ inovasi layanan perpustakaan agar pemustaka mendapatkan kepuasan akan produk dan layanan yang disuguhkan oleh perpustakaan sehingga dapat terwujud layanan prima. Masyarakat juga meminta agar layanan selama hari libur tetap dilaksanakan mengingat pada hari efektif kerja mereka tidak memiliki waktu untuk berkunjung dan memanfaatkan layanan perpustakaan sementara mereka merasa membutuhkan perpustakaan.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi 

1. Bidang Perpustakaan 

a) Tingkat Ketercukupan Koleksi bahan perpustakaan lingkup daerah maupun nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk naskah nusantara sebagai warisan dokumenter bangsa masih kurang;

b) Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan SK jabatan fungsional, mempunyai kualifikasi bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi, belum memadai dengan jumlah penduduk di jawa tengah;

c) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan/Pemustaka masih rendah. 

2. Bidang Kearsipan 
a) Penyelenggaraan kearsipan daerah saat ini belum terpadu, sistemik, dan komprehensif Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kearsipan baik pelaku dan penyelenggara kearsipan; 
b) Kearsipan belum optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu; 
c) Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu disiapkan kebijakan sistem kearsipan nasional untuk dapat menjadi pedoman tatakelola dan tatalaksana dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. 
d) Ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber daya kearsipan lainnya masih belum memadai.
E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

a. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa alternatif rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut: 
1) Peningkatan pengelolaan sistem kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi; 
2) Peningkatan kompetensi SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan; 
3) Peningkatan kemudahan akses informasi arsip dan perpustakaan untuk masyarakat melalui peningkatan sarpras untuk mendukung teknologi informasi; 
4) Pemberdayaan lembaga kearsipan dan perpustakaan melalui sosialisasi bidang kearsipan dan perpustakaan
F. SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

2. Mewujudkan Layanan prima kepada pemustaka/pengguna Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

3. Menambah jangkauan titik layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan dan koleksi secara optimal;

2. Bertambahnya pengunjung perpustakaan;

3. Bertambahnya anggota perpustakaan;

4. Dengan adanya peningkatan mutu layanan perpustakaan maka bertambah pula pemanfaatan produk-produk layanan perpustakaan oleh masyarakat Jawa Tengah;

5. Perpustakaan Provinsi semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat
6. Meningkatnya minat baca masyarakat;
7. Terwujudnya layanan yang memuaskan pemustaka (layanan prima).
H. INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator sebagai berikut :

a. Sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi melakukan aktifitas :

· Kegiatan RBM yang terdiri dari piket akhir pekan

· Alat Peraga / Bahan Pelatihan Kursus RBM

	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Pagu

	I
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	2.657.000 Pengunjung
	50.000.000



BAB II 
RINCIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS

A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menambah jam buka layanan pada akhir pekan untuk memfasilitasi pengunjung yang tidak bisa memanfaatkan layanan selama hari efektif kerja; 

2. Pelaksanaan peningkatan layanan perpustakaan keliling, layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah dan Mobil Pintar yaitu dengan  mengoperasikan 6 unit mobil perpustakaan keliling, 1 unit Mobil LTPS dan 1 unit Mobil Pintar di Jawa Tengah. 
3. Mengembangkan kemampuan pustakawan dalam melayani;

4. Meningkatkan Tenaga Teknis Perpustakaan yang lebih professional dan kapabel;

5. Mempromosikan layanan perpustakaan;

6. Menciptakan kerapian, kebersihan, kenyamanan dan keamanan setiap tempat layanan perpustakaan;

7. Menciptakan layanan yang mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan pemustaka;

8. Menyelengarakan storry telling dan pemutaran film;

9. Menerima kunjungan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, PT, Masyarakat Umum;

BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 


Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya No. 29A Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

	No 
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Mei
	Juni
	Juli
	Ags
	Sep
	Okt
	Nov
	Des



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	

	I
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan kantor Lainnya (RFID Race Tag)
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perpustakaan Keliling)
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


BAB IV  ANGGARAN


Anggaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor ……/DPA/2025 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB VI  PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang,                        2024

	a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH 

Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan,

	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si

	Pembina Tingkat I

	NIP. 19680710 199311 2 001


